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Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengkaji substansi pemilu dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. 2)
mengkaji peran Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutuskan sengketa hasil penetapan pemilihan
kepala daerah. 3) mengkaji kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutuskan sengketa
hail penetapan pemilihan kepala daerah. Metode penelitian yang digunakan adal ah penelitian normatif dan
empiris. Dalam penelitian normatif digunakan data sekunder berupa UUD 1945 dan Perubahannya,
peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Agung dan badan
peradilan di bawahnya, rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan bacaan yang terkait
dengan judul penelitian yang didapat melalui studi dokumen. Untuk menambah dan memperkuat data
sekunder dilakukan wawancara dengan narasumber yaitu anggota DPR/MPR, hakim agung, LSM, dan
beberapa hakim pengadilan tinggi karena kompetensi mereka yang berkaitan dengan judul penelitian.
Wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data primer melalui penelitian empiris. Metode
pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah kualitatif. M etode pembahasan masalah yang
digunakan adalah metode analisis yuridis. Diperoleh hasil bahwa 1) pilkada secara demokratis sebagaimana
amanat Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 tidak dapat serta merta diartikan sebagai pemilu melainkan harus
memperhatikan pasal-pasal lain dalam UUD 1945 yaitu Pasal 18 B dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Pilkada
secara demokratis diartikan sebagai pilkada secaralangsung (pilkadal) dan secaratidak langsung (melalui
pengangkatan). Pilkadal harus diartikan sebagai bagian dari pemilu dalam rangka mengejawantahkan asas
kedaulatan rakyat. Melalui sarana pilkadal diharapkan terlaksananya konsep kekuasaan dari, oleh, untuk,
dan bersamarakyat. 2) Lahirnya kewenangan MA untuk menyelesaikan sengketa penetapan hasil pilkadal
didasarkan pada adanya penggolongan pilkadal sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Mengingat
banyaknyatugas MA sebagal benteng terakhir pencari keadilan dalam memutus perkara-perkara dan
menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang serta
ketidakcocokan penggunaan hukum acaranya, maka perlu kearifan dari semua pihak untuk tidak
memberikan kewenangan penyel esaian sengketa pilkadal kepada MA. 3) Sebagai sarana pelaksanaan
kedaulatan rakyat, pilkadal merupakan bagian dari pemilu sehingga asas-asas dari pemilu berupajurdil dan
luber juga diberlakukan termasuk kewenangan KPU sebagai institusi penyelenggara pilkadal yang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri. Jika ada perselisihan mengenal hasil pilkadal haruslah diartikan sebagai bagian
dari perselisihan hasil pemilu sehingga menurut Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, MK berwenang dalam
menyel esaian sengketa penetapan hasil pilkadal.
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